
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR d/ TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOI.A BADAN I,AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KARYA SAKTI

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

P€raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan l-ayanan Umum

Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Karya Sakti

Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (I€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran

Negara R€publik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telal beberapa kali diubal, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penlrusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indone sia Talun
2005 Nomor 1O5, Tambahan l€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2O14

Tentang Pusat Kesehatan Masya.rakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 1 I Nomor 1 2 1 3) ;

6- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOI,A BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT KARYA SAKTI KABUPATEN MUSI RAUIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rav/as.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah I(abupaten

Musi Rawas,

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas Kesehatan yalg selanjutnya disebut Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang eelanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Karj.a Sal(i,

F
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8.

9.

7.

ll.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di

Lingkungal Pemerintah Kabupaten Musi Rawas'

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yarrg menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yang digr:nakan untuk menyelenggarakan upaya

pel,ayanan kesehatan, baik promotif, preventit kuratif

maupun rehabilitatif yang diLakukan oleh pemerintah,

pemerintEh daerah dan/atau masyarakat'

Pusat Kesehata[ Masyarakat yang selanjutnya disebut

segagai Puskesmas adatah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upa.ya kesehatan perseorangan tingkat

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif

dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kedanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang sel,anjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja

pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah

daerah yang dibentuk untuk memberil€n pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan dan dalam meLakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip ehsiensi dan

produktivitas.

Pola PengeloLaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

r:ntuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskaa kehidupan bangsa, sebagai pengecualian

dari ketentuan pengeloLaan keuangan daerah pada

rrmutnnya.

lo.

12.
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13. PoLa Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata cara penyelenggaraan Puskesmas'

14. Remuneraai adalah imbalan kerja yang dapat berupa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Karya Sakti.

16. Fleksibilitas adalah koleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya status

unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD bertahap

menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD penuh.

1a. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkart PPK-BLUD

selanjutnya disingkat BlUD-Puskesmas adala-h Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangal yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemttlihan kesehatan

peraeorangan.

20. Upaya Kes€hatan Masyarakat yang selanjutnya

disinskat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatkan kes€hatan serta

mencegal dan menanggr:langi timbulnya mass.lah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, da.Il

masyarakat.

2l- Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh

puskesmas kepada Easyarakat, mencakuP

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pencatatan,

pel,apora!, dan dituangkan dalam suatu aistem'
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22.

24.

Investaai adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset

dalam rartgka memperoleh manfaat ekonomis yang

dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD

yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat teknis

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menamPung selun:h

penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran

BLUD.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggara-n bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutrrya

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan

penganggaran tahunaa yang berisi program, kegtatan,

target kinerja, dan anggaran BLUD.

25.

26.

27.

24.
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29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang

memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas,

jumlah dan kualitas barang danatau jasa yang akan

dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh BLUD.

Renc€na Strategis Bisnis yang eelanjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adatah dokumen 5 (lima) tahunan

yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran

pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional

BLUD.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat

SPM adalah spesifrkasi telirris tentang tolak ukur

layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas

kepada masyaral€t.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengalui

pengaruh transal€i dan peristiwa Lainnya pada saat

pelayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dibaYar.

Pratrrtik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pemberiaa layanan

yang bermutu dan berkesinambungan.

Satuan pengawas intemal adalah perangkat BLUD yarlg

bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian

internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD

untuk meningkatkan kinerja pelayanan, ker'rangan, dan

pengaruh tingkungan sosial sekita.rnya (sociol

rcsponsib@l da.lam menyelenggarakan bisnis sehat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan

keuangan yang meruPalan gabungan keseluruhan

l,aporan keuangal entitas akuntalsi sehingga tersaji

sebagai satu entitas pelaPoran.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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BAB II

TATA KELOI.A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas Karya Sakti merupakan Puskesmas Rawat Jal,an

Lintas lkrya saldi Blok A, Desa Karya Ss.lfti, Kecamatan

Muara Kelingi, call centre : 082182983386, email ;

puskesmaskaryasak@mail.com

Bagian Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

PaBaI 3

(1) Visi Puskesmas Karya Salrti adalah'Menjadi Puskesmas

dengan Pel,ayanan Bermutu dan Mandiri menuju Musi

Rawas Sempurna Sehaf
(2) Misi Puskesmas adalah:

a. Mengembangkan Ketrampilan dan Profesiona.lisme

tenaga Kesehatan;

b. Meningkatkan Kualitas sarana dan Prasarana

pelayanan Kesehatan;

c. Meningkatkan Kualitas Manajement Pelayanan

Kesehatan;

d. Mendorong Kemandkian Masyarakat untuk

berperilaku hidup s€hat dan berperan ahif dafam

bidang Kesehatan;

e. Meningkatkan Kerjasama lintas ttogram dan Lintss

Sektoral

(3) Nilai-nilai yang dianut oleh PuskesmaB Karya Sakti

adalah:Kreatif, Amanah, Ranah, Yakin, Santun,

Kerjasama, Toleransi, Inovatif

(a) Prinsip-prinsip Tata Kelola antsra Lain:

a. IYansparansi;

b. Akuntabilitas;

c. Responsibilitas;dan

d. Independensi.
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Bagian Ketiga

Tqiuan, 'I'ugas dan Fung8i Puskesmas

Pasal 4

Puskesmas Xarya Sakti m€rupakan Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan Ksbupaten Musi Rawas.

Bagian Kecmpat

Tqiuan, Tugas dan Fungsi Puslreemas

Pasal 5

Tujuan dari Puskesmas Karya Sakti:

a. Mewqiudkan Essyaral(at yang memiliki perilsku

schat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat;

b. Mewujudl€n masyarekat yang mampu menjangkau

pelayanan kesehatan bermutu;

c. Mewujudkan Easryarakat yang hidup delern

lingkungan schat dan

Mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat

keschatan optimal, baik individu, kelompok,

dan rnp8yarEkat. Puskesmae mempunyai tugas

melaksanalen kebijakan kesehatan untuh mcncapai

tujuan pembangunan kcschatan di wifayah kerjanya

dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan

schat.

Dalam melaksanakan htgas ecbagaimana dirrrrrtsud

dalam ayat (2), Puskesmas menlrclenggarakan funpi:
a. penyelenggaraen UKM tingkat pertame di w'rsyah

kerjanya; dan

b. penyelcnggaraan UKP tingkat pcrtama di wilayah

ke{anya.

Bagian Keempat

Kedudukan Pemerintah Dacrah

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Musi Rawaa adalah pcmilik

Puskesmas IGrJra Sakti.

(21

(3)
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Pasal 7

Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagai berikut:

a. Menjaga pel,ayaaan Puskesmas agar masyarakat tetap

memiliki akses pada pelayanan kesehatan;

b. Menjaga kesinambungan peLayanan Puskesmas sebagai

bagian dari peLayanan umum;

c. Mengembangkan Puskesmas sesuai dengan

perkembangan ilrnu dan teknologi;

d. Melengkapi tenaga, sarana dan prasarana Puskesmas

dalam rangka meningkatka! mutu pelayanan; dan

e, Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada

Puskesmas BLUD melalui Dinas Kesehatan

Pasal 8

(U Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bcrtanggungjawab:

a. Terhadap kemajuan dan perkembangan Puskesmas

sesuai dengaa harapan masyarakat;

b. Terhadap tercapairrya pelayanan yang bermutu di

Puskesmas; dan

c. Menutup defrsit anggaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dalam pengelolaan yang

dibukikan dengan audit secara independen.

(2) Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab atas terjadinya

kerugian pasien yang ditimbulkan akibat kelalaian stal

Puskesmas secara berjenjang sesuai dengan hierarki

Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam menjaga tanggung jawabnya, Bupati sebagai pemimpin

Pemerintah Kabupaten memiliki wewenang sebagai berikut:

a. Menetapkan peraturan tentang tata ketola dan SPM

hrskesmas serta perubahannya;

b. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelolia dan

Pejabat Struktural;

[,' ,;
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h.

c. Mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan pcnetapan atau pencabutan PPK-

BLUD Puskesmas dan penilaian kincrja Puskesmas;

d. Menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

e. Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmes;

f. M"netapkan sistem remunerasi Pejabat Fengelola dan

Pcgawai Puskesmas;

Mernberikan sanksi kepada pegawai yalg melanggar

ketentuan yang berlaku dan memberikan pen8hargaan

kepa.da pegawai yang berprestasi; dan

Kewenangan lain sesuai pcraturan perundang-undaagan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

Bagian IGBatu

StnrLtur orgarrisssi

Pssal 10

Orgaaisasi Puskesmas KarJra Sa.li.ti terdiri:

a. Kepala hrskesmas;

b. Kepala sub Bagian Tata Usaha;

c. Penanggungiawab Upaya Kesehatan Masyarakat

(uKM1;

d. Penganggungiawab Upaya Kesehatan Perseorangan

(UKPI; dan

e. Fenanggungiawab jaringan pelayanan Puslresmae

daa Jejaring fasilitae peliayanan kesehatan.

Bagan struktur organieaei sebagairuna dimaksud dalam

pasal 10 ayat (I) tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini.

Kepala Puskesmas merupakan aeorang Tenaga

Kesehatan dengan lriteria sebagai berikut:

a. Tingkat pendidikan pding rcndah sarjana (Sl) dan

memiliki kompetensi manajemen kcsehatan

masyaral<aq

(1)

l2l
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b. Masa kerja di Puskesmas minirnal 2 (dua) tahun; dan

c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(a) Kepala Puskesmas bertanggungiawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

(5) Dalam mela-ksanakan tanggung jawab lGpal,a Puskesmas

merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sr:mber

daya Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

(7) Penanggungjawab UKM Esensial dal Keperas'atan

membawahi:

a. PeLayanan promosi kesehatan termasuk LJKS;

b. Pelayanan kesehatan lingkungan;

c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;

dan

f. Pelayanan keperawatankesehatan masryarakat.

(8) Penanggungiawab UKM Pengembangan membawahi:

a. Pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

c. Pelayanan KeschatanTradisional Komplementer;

d. Pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. Pel,ayanan Kesehatan Indera;

f. Pelayanan Kesehatan Lansia;

g. PeLayanan Kesehatan Kerja; dan

h. Pelayanan Kesehatan Lainnya.

(9) Penanggungiawab UKP, Kefarmasian, dan laboratorium

membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. PeLayanan pemeriksaan umum;

b. Pelayanan kesehatan qigi dan mulut;

c. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. Pelayanan gawat darurat;

e. PeLayanan gizi yang bersifat UKP;

f. PeLayanan persalinan;

ta
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g. Pelayanan kefamasian;

h. Felayanan laboratorium; dan

i. Pelayananrawatjalan.

(1O) Jaringan Felayanan PKM dan Jaringan Fayankes

mcmbawahi:

a. Puskesmas FeEbentu;

b. Rrskeemas keliling;

c. Bidan Desa; dan

d. Jejaring fasilitas pclayanan keechatan.

(f U PusLe$nas uPqfa kesehatan

masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan

perrcorangan tingkat pertama-

(f2) Upaya keschatan dilqkrenakan secara ttrintcgra8i dsn

bcrkesinambungan.

Bagian Kedua

Fejabat Fengelola

Pasal 1l
(1) Pejabat peneslola BLUD tcrdtui atas:

a" Pemimpin BLUD;

b. Pejabet Keuangan; dan

c. Pejabat Telmis (pengsngung jawab

Bagian lGtiga

Fengangkatsn Pejabat Fengelola

Pasd 12

(1) Fejabat penselola BLUD diangkat dan diberbcntikan oleh

Bupa.ti.

(2) penimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati

melalui kepala Dinas I(c8ebatan.

(3) Pejabat l(euangan dan Pejabat Tekntu BLLJD bcrtangung
jawab Kepada Pemimpin BLUD.

PAP.AT IICORDIII dSI
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(3)

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Pejabat pengelola

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan p€jabat

pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada pasal 12

ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetenei dan

kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

Kompctensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (l),
merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh

pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam

p€l,aksanaan tugas dan jabatannya.

Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dirneksud dalarD ayat (U, merupakan kepentingan BLUD

untuk meninglatlan kinerja keuangan dan non

keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang

baik-

Pasal 14

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Rrskesmas BLTID adalah:

a. Tenaga kesehatan strata-l yang mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan,

dan diutamakan pengalaman di bidang Puakesmas

BLUD;

b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk

mengembangkan usaha guna kemandirian

Puskesmas BLUD;

c. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan;

d. Pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan 0f and prqer tes).

e . Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan

f. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

(t)
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l2l Syarat untuk diangkat rEenjadi Pejabat keuangan

adalah:

a.. Memenuhi kdteria keahlian, integritas,

Lepemimpinan;

b. Berlatar belakang pendidikan sarjana, diutamakan

bidang kesehatan, ekonomi, dan akuntansi;

c. Pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. Masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

e. Berkel,akuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan usaha guna kemandirial lrcuangan;

f. Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak

pemah menjadi pemegang keuangan perusahsan

yang dinyatakan pailit;

g. Memenuhi sryarat adminiEasi kepegawaian dan

kualifrkasi jabatan; dan

h. Diutamakan mempunyai latar belakang pendidikan

paling rendah D3 dan mempunyai pengalaman di

bidang keuangan atau akuntansi dan

keadministrasian.

Syarat untuk diangkat meqiadi Pejabat Teknis adalah:

a. Memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. Bcrkelakua-n baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

c. Memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan; dan

d. Diutamatan mempunyai latar belakang pendidikan

paling r€ndah D3 dan mempunyai pengalaman di

bidang teknis yang menjadi tanggungiawabnya.

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Pengelol,a

Pasal 15

(f) Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap

operasional dan keuangao BLUD secara umum.

(3)

r P,LA,IF lii. rrRDiilAsi
l___11_
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(3)

Pejabat IGuangan BLUD bertanggung jas'ab terhadap

keuangan BLUD.

Fejabat Teknis BLUD bertanggung jawab t€rhadap mutu,

standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber

daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pcjabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 16

Pejabat pengglola mempr.rnyai hak:

(U Mendapatkan remunerasi sesuai dengan ket€ntuan

peraturan perundangaa dan kemampuan keuangan

daerah;

(2) Mengelol,a sumberdaya sesuai dengan fleksibilitas yang

diberikan oleh Bupati.

Paeal 17

(1) Pemimpin BLUD s€bagaimana dimaksud dalam Pasd f l
ayat (a), mempunyai tugas darr kewajiban:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan

lregiatan BLUD;

b. Menyusun renstra bisnis BLUD;

c. Menyiapkan RBA;

d. Mengusulkan calon pejabet pengelola keuangan dan

pejabat teknie kepada kepala daerah sesuai

ketentuan;

e. Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebuhrhan BLUD

selain pejabat yang telah ditetapkan dengan

peratuan perundang-undangan; dan

f. Menyampaikandan mempertanggunjawabkan kinerja

operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebagalmana dimaiksucl 'lFl'rn
paBal 11 ayat (b), mempunyai tugas dan kewajiban:

a- Mengkoordinasikan penlrusunan RBA;

b. Menyiapkan DPA-BLUD;

[,,',-;"i;;r;;'
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Melakukan pengglolaan pendapatan dan biaya;

Menyelenggarakan pengelolaan kas;

Melakukan pengelotraan utang-piuteng;

Menlrusun kebijakan pengelolaan baran& a8et tetaP,

dan investasi;

Menyelenggarakan sistem informasi manajemcn

keuangan; dan

Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat tcknk scbagaimana dimaksud dslcrn pasal 10

ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. MenJrusun lrr€ncanaan kegiatan teLnis dibidangnya;

b. Melaksanalen kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. Mcmpertanggungiawabkan kinerja olrrasional

dibidangnya.

Bagian Ketqiuh

Iarangan dan Femberhcntian Fejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 18

L^arangan pejabat pengelola dan/atau p€ga\r'ai BLUD non PNS

sebagai berikut:

Melakukan tindakan yang dapat menurunkan

kehonnatan atau martabat pcmerintah kabupaten;

Menyalahgunakan wewenangi

Menjadi perantare untuk mendapatkan keuntungan

pribadi dan/atau orang lain dengan rrengunakan

kewenangan orang Lain;

d. Memiliki, menjual, membeli, menggadeikan,

menyewakan, atau meminjamkan berang baik bcrgerak

atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga "nitik
pemerintah kabupaten secara tidak eah;

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

16 -1
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e. Melakukan kegiatan bersama denga[ ataaan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di

luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk

keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang

secara langsung atau tidak langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu

tindalen yang dapat menghalangi atau mempersriit

salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatlan

kerugian bagi yang dilayani;

Mengbalangi berjafannya tugas kedinasan;

Mencalonkan diri seb"gai calon

daerah/DPR/DPD/DPRD;

kepala

Ikut serta dalam kampanye calon Presiden/V/akil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

Memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/wakil

Kepola daerah, dengan cara tcdibat dalam kegiatan

kampanye.

s.

h.

I.

Pasal l9
(1) Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD diberhentikart

karena:

a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan

berturut-turuq

c. Tidak melaksanakal tugas dan kewajibannya dengan

baik;

d. Melanggar kebijakal atau ketentuan-ketentuan l,ain

yang telah ditetapka!;

e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut; atau

f. Terlibat dalam suatu perbuatan l.ang melanggar

hukum.
(2) Pemberhentian Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD yang

berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lsnjut

dengan Peraturan Bupati,



BAB W

PENGEI.OMPOKAN FUNGSI

Pasal 2O

hrngsi pelaya-nan Puskesmas Selangit didasarkan pada fungsi

pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat (IIKM),

Upaya Kesehatan Perseorangan (UIq, Jaringan Pelayanan

Puske$nas dan Jaringan Fasyankes serta funggi pendukung

pelayanan.

Pasal 2l
Fungsi pendukung sebagaimana tersebut pada pasal 2O

meliputi fungsi manqjemen puskesmas dan Satuan Pengawaa

Internal

Pasal22

(1) Tu8as pokok Satuan Pengawas Internal:

a. Mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b. Menilai pengendalian pengelolaan dan pelaksanaan

kegiatan BLUD Puskesmas; dan

c, Memberikan saran perbaikan kepada Kepala

Puskcsmas.

(2) Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. Pelakeana pengawasal tcrhadap segala kegiratan

BLUD Puskesmas keuangan dan pelayanan;

b. Penelusuran kebenaran l,aporan atau informasi

tentang penyimpangan yang terjadi; dan

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat

pengawas fungsional.

(3) Satuan Pcngawaa Intrmal dibentuk dan di tetapkan

dengan kcputusan Kepala Puskesmas;

(4) satuan Pengawas Intemal berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

(5) Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala Puske3mas.

PAP-\! iioGRDii;i'51
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BAB V

PROSEDUR KER"IA

Pasal 23

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan

pelayanan telah didokumentasikan dalam,Srandar

@erorirq Proedure (son. SOP merupa.kan acuan bagi

seluruh petugas di dalam melaksanakan pekerjaar.

Acuan pelaksanaan pekerjaan bagian vital

dalam pengelolaan Pusk6mas dan diharapkan

merupakan suatu standar baku dalam proses bisnia

Puakesmas sehingga peLayanan kepada seluruh

pengguna dapat mencapai standar yang atgintan.
Proscdur Kerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat

(1) tercantum dafam Lsmpiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

ESEI,ONISASI

Passl 24

Eselonisasi Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangal.

Jika Pejabat Pengelola Puskesmas BLLJD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (U berasal dari Non Fegawai Negeri

Sipil, maka hak-hak yang menyangkut tunjangian

jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOIAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Paeal 25

Fengelolaan sumber daya manusia aebageimana

dincksud merupakan pengaturan dan kebiiakan yang

jelas mengenai sumber da5ra manusia ya[g berorientasi

pada pemenuhan Becara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukutg pencapaian

trrjuan organisasi secara efisien, efelrtif, dan produktif.

(21

(1)

l2t

(u
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(3)

Sumber daya manuaia Puskesmas terditi atas tcnaga

kesehatan dan tenaga non kes€hatan.

Jenis dan jumlah tenaga kes€hatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan

mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

diBetenggarakan, juml,ah penduduk dan persebarannya,

karakteristik wilayah kerja, luas wilayah lrerja,

keterscdiaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat

pertama lainnya di wilayah kerja dan pernbagian waktu

kerja.

Jenis tensga kesehatan paling sedikit terdiri atas:

a. Doktcr atau dokter layanan primcr;

b. Dolrter gigi;

c. Perawat gigi;

d. Bidan;

e. Tenaga kesehatan masyarakat;

f- Tenaga lingkungan kesehatan linBkungan;

g. AhU teknologi Laboratorium mcdik;

h. Tenaga gizi;

i. Tenaga kefarmasian; dan

j. Perekam medik.

Tcnsga non keschatan hart.s dapat mendukung kegiatan

ketatausahe,an, administrasi keuangan, sistem informasi,

dan kegiatan operasional l,ain di Puskesmas.

Tenaga kesehatan di Puskesmas hart.s bekerja sesuai

dengan standar prof$i, standar pelayanan, standar

prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak

pasien, serta mengutamakan kepentingan dan

kes€lamatan pa.sien dengan memPerhatikan keselamatan

dan kesehatan dirinya delarn $slqrja.

Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harls mcmiliki surat izin praktik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4)

(5)

(6)

(71
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(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS diatur

lebih laljut dengan Peraturan Bupati mulai dari

rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, mutasi,

promosi, rcuord Trunishnenf, sampai dengan pemutusan

hubungan kerja termasuk pensiun,

BABVIII

REMUNERASI
pasal 26

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat

tanggungiawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.

Remunerasi scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorafium, insentif, bonus ataa

pr€stasi, pesangon dan/atau pensiun.

Remunerasi sebagairrl,arla disraksud dalam ayat (l],
untuk BLUD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan usulan pemimpin BlUD-Puskesmas mclalui

Kepala Dinas Kes€hatan.

Penetapan remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

a, Ukuran (sizef dan junlah aset yang dikelola BLUD,

tingkat pelayanan s€rta prpduktivitas;

b, Pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangfun antara lain

indikator keuangan, pelayanan, muhr dan manfaat

bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 9O (sembilan puluh

perscn) dari remunerasi pemiupin BLUD.

(r)

l2l

(3)

(41

(5)



(6) Remuneraai bagi pejabat pengel,ol,a dan peggwai BLUD

sebag'i"nana dimakud pada ayat (2), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian:

a. Pengalaman dan masa kerja (basic index);

b. l(eterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku

lwnwtstcyhneil
c. Risiko kerja (risk tndet);

d. Tingkat kegawatdaruratan (emergenq irde$;
e. Jabatan yang disandang (pasition bnel; darr

f. Hasil/capaian krne4a lperlomane inde$.

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus

PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan

perundang-undangan tcntsng gaji dan tunjangan PNS

serts dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai

remunera8i yang ditetapkan oleh Bupa.ti.

Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 5O96 (lima

puluh persen) dari remuneraei/honorarh.m bulan

terakht yang berlaku sejak tanggal diberhentikan

sampai dengan ditetapkannya keputusan defrnitif

tentang jabatan yang bersangkutan.

ReEunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuengan daerah.

BABI)(

STANDAR PEIAYANAN MINIMAL

Pasal 27

(1) Untuk menjamin ketersediaan, kercrjangkauan, dan

kualitas pelayanan urrum Jrang diberikan oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pelayan^an minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

(2) Standar pelayanan minimal sebagqimala dimaksud pada

ayat (l) dapat diuaulkan oleh pemimpin BLUD-

(71

(8)
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(s)

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (U harus mempertimbangkan kualitas pel,ayanan,

pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan

untuk mendapatlan layanan.

(4) Standar pelayanan minimaf harls
percyaratan:

a. Fokus padajenis pelayanan;

b. Terukur;

c. Dapat dicapai;

d. Relevan dan dapat diand.llrarr; dan

e. Tepat waktu.

memenuhi

Fokus pada jenis pel,ayanan sebagsimana dimaksud

pada ayat (4) huuf a, mengutamakan kegta'tan

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan

tungsi BLUD.

Terukur sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) huruf b,

merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai

s€8uai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sebageinana dimaksud pada ayat (41

huruf c, merupal(an kegiatafl nyata, daPat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan

tingkat pemanfaatannya.

Rclevan dan dapat diandalkan, scbagaimana dimeksud

pada ayat (4) huuf d, merupakan kegiatan yang sejalan,

bcrkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugag

dan fungsi BLUD.

Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

e, merupakan kescsuaian jadwal dan kegiatan pelayanan

yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF IAYANAN

Pasal 28

(U BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa l,ayanan yang

diberikan.

(6)

(7t

(8)

(e)



(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dafam

bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya

satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dirncksgd pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tard sesuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) Tarif layanan BlUD-Puskesmas diusulkan oleh

pemimpin BLUD kepada Bupati melalui lGpala Dinas

Kesehatan.

(6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan disampaikan

kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta

kompetiBi yang sehat.

(8) Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

(9) Pernbentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

berasal dari:

a. Pembina teknis;

b. Pembina keuangan;

c. Unsur perguruan tinggi;

d. Lembaga profesi.

(1O) Peratuan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat

dilalmkan perubahan sesuai kebutuhan dan

pcrkembangan keadaan.

(lU Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1O),

dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit
l,ayanan.



(12) Proses perubahan tarif sebagaimana di"nrksud pada aj.at

(10) dan ayat (11), mempertimbangkan kontinuitas dan

pengembangan layanan, da5ra beli maErarakat, scrta

kompetisi yang sehat.

BAB )(I

PENGELOI,AAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

(1) Pendapatan BLUD dapat bereumber dari:

a. Jasa lialranan;

b. Hibah;

Hasil kerjasama dengan pihak lain;

APtsD;

e. APtsN; dan

f. Lein-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa lalranan

rlirnqtsud pada ayat (l) huruf a, berupa

imbalan yarrg diperoleh dari jasa layanan yang diberilen
kepada maE/srakat.

kndapatan BLUD yang bersr:mber dsri hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b, dapat

berupa hibah t€rikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimara

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan

dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha

lainnya lang mendukung hrgas dan fungsi BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dirnqLsud pada ayat (1) huruf d, dspat

beruF pendapatan yang berasal dari otorisasi Mit
anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pcmbiayaan APBD.

c.

d.

l2l

(3)

(4)

(5)



(6)

(7)

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapa.t

berupe pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam

rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas

pembantuan dan lain-lain.

BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonscntrasi

dan/atau tugas pembantuan EebaSaimana dimak8ud

pada ayat (6), proses pengelolaan keuan8an

diseleaggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan

yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) Lqin-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

,{ir''Ft sud pada ayat (1) huruf f, antara lain:

a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahlon;

b. Hasil pemanfaatan kekayaan;

c. Jasa giro;

d. Pendapetan bunga;

e. IGuntungan sclisih nilai tule, ruPiah terhadaP mata

uang asing

f. Komisi, potongan atauPun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/ atau pcngadaan barang

dan/atau jasa oleh BLUD; dan

g. Hasil investasi'

(9) Selun:h pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kecuali yang berasat dari hibah terikat, daPat

dikclola l,angpung r:ntuk membia5ra pengeluaan BLUD

sesuai RBA.

(1O) Hibah terikat sebagatunana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan seeuai lrruntukannya.
(11) Seiuruh pendapetan BLUD eebagaimana rlirnnl€ud

dalam ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c' dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah

pada jenis lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah

dengan obyek pendaPatan BLUD.

F (D-1F ;iOORDIiiiSI
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(12) S€luruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1f) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah sctiap triwulan.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional da! bialra non

operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana disrsksud pada ayat (1),

mencakup seh:ruh biaya yang menjadi beban BLUD

dala''' rangka menjalankan tugras dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimakaud pada ayat

(1), Eencakup selumh biaya yang menjadi beban BLLrD

dalam rangka menunjang pelaksalaan tugas dan fungsi.

(a) Biaya BLUD Eebaaaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan unhrk membiayai program peninglgtan

petayanan, kegiatan pel,ayanan, dan kegiatan pendukung

petrayanaa.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya opcrasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdiri dari:

a. Biaya pelayanan; dan

b. Biaya umum dan administrasi.

(A Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiratan pelayanan.

(8) Biaya umum dan administrasi s€bagaimsna dimaLsud

pada ayat (6) huruf b, mencakup seluruh biaya

operasional yang tidak berhubungan Langeung dengan

kegiatsn pelayanan.

(9) Biaya pel,ayanan sebagaimna dimaksud pada ayat (7),

tcrdiri dari:

a. Biaya pegas'ai;



b. Biaya bahan;

c. Biayajasapelayanan;

d. Biaya pcmeliharaan; dan

e. Biaya bamng dan jasa; dan biaya petrayanan lain-lain.
(10) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada ayat

(8), terdiri dari:

a, Biaya pegawai;

b. Biaya administrasi lentor;
c. Bia1,a pemcliharaan;

d. Biaya barang dan jasa;

e. Biaya pmmosi: dan

f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
(11) Biaya non operasiona.l sebagaimsna dimaksud pada ayat

(3), rcrdiri dari:

a. Biaya bunga;

b. Biaya administrasi bark;

c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. Biaya kcrugian penurunan nil,ai; dan

e. Biaya non operasional lain-Lain

(f2) S€luruh pengeluaran biiaya BLLrD yang hrsumber
sebagaimana dimaksud dalaE Pasal 26 ayat (l) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
(13) Seluruh trrcngeluaran biaya BLLrD yang bersumber

sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dilakukan

dengan menebitkan SPM Fengesahan yang dilrrnpiri

dengan Surat Pemyatasn Tanggungiawab (SPTJ);

(14) Pengcluaran Biaya BLUD diberil€n lleksibilitas dengqn

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD Ecbagaimana

dimaksud pa.da ayat (14), merupakan pengeluaran biaya

yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan

pendapatan dalam ambang batas RBA yang tel,ah

ditetapkan secara defrnitif.

, Fr:itF ;.oc:?DI!'i,,)-sl
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(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya bedaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan s€lain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak berlaku untuk BLUD

bertahap.

(18) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD

mengajukan usulan tambahan anggaftrn dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui

Kepala Dinas Kesehatan.

(19) Ambarg batas RBA sebagaimana dima-ksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(20) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD-

(21) Besaran persentaae sebagaimana dimaksud pada ayat

(2o), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan yang

dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan

dapat dipertanggunfr awabkan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(U BLUD men]rusun Renstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis,

pengukuan pencapaian kinerja, rencana pencapaian

lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunar

BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu

gambaral yalg menantang tentang keadaan masa depan

yang berisikan cita dan citra yang ingin di*rrjudkan.

h
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(a) Misi se bagaimana dimaksud Pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dil,al<sanakan sesuai

visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat

terLaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan

baik.

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

memuat program yang berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasit yang ingin dicapai sampai dengan

kurun waktu I (satu) sampai dengan 5 (tima) tahun

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

(6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan

dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan

dengan disertai analisis atas faktor-fattor intemal dan

eksternal yartg mempengaruhi tercapainya kine{a.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan seLama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuargan lima tahunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), memuat perkiraan pendapatan capaian

kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dipergunalan sebagai dasar pen)rusunan RBA dan

evaluasi kinerja.

(1o) BLUD menyusun RBA ta}tunar yang berpedoman kepada

renstra bisnis BLUD.

(11) Penlusunan RBA sebagaimana dima-ksud pada ayat (1),

disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja,

perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,

kebutuhan pendanaaa dan kemampuan pendapatan

ya.rtg diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan

lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan

BLUD lainnya.

i 1r

I

I

1. 
1



(12) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan be4Edoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA scbegaimana dimaksud dalam ayat (12), memuat:

a. Kinerja tahun berjalan;

b. Asumsi makp dan mikro;

Target kinerja:

Analisis dan perkiraan biaya satuan;

Ferkiraan hsrga;

Anggaran pendapatan dan biaya;

Besaren per8entesc ernbang batas;

Prognosa laporan keuangan;

Perkiraan rnaju (forumrd estinatel;

Rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

fUngkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas lGsehatan/ APBD.

c.

d.

e,

f.

a.

h.

i.

j.
k.

(f4) RBA scbagaimana dimqksud pada ayat (13), disertai

dengan usulan program, standar pelayalsn

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.

(15) finerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) huruf a, meliputi:

a. Ha8il kegiatan usaha;

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;

d. Laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan

dengan pencapaian kinerja tahun berjalal.
(16) Asumsi mal<ro dan mikro sebagaimala dimaksud pada

ayat (13) hurul b, antara lain:

a. Tingkat inflasi;

b. Pertumbuhan ekonomi;

c. Nilai kurs;

d. Tarif; dsn

e. Volume palayanan.
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(17) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara lain;

a. Perkiraar pencapaian kinerja pelayanan; dan

b, Perkiraan keualgan pada tahun yang direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan perkiraan

biaya per urrit penyedia barang dan/ atau jasa pelayanan

yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh

komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang

dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya

persatuan dan tingkat margin yajlg ditentukan scPerti

tercerm.in dari tarif layanan.

(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat (13)

huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh

kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang

yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan bersaran

persentase perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenalkan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakar perkiraan realisasi

keuangan tahun be{alan seperti tercermin pada Laporan

operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan mqiu (fonoard estimatel sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang

telah diseh:jui dan menjadi dasar penyusunan anggaran

tahun berikutnya.

\,
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(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf j, merupakan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap'

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengar! RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan ringkasan

pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan

dengan format RKA-Dinas Kesehatan/APBD'

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana dimalsud

dalam ayat (12) disusun dan dikonsolidasikan dengan

RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas,

ayat (26].,

(28) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26), disampaikan

kepada kepala Dinas Kesehat€n untuk dibahas sebagai

bagian dari RI(A-Dinas Kesehabn.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(3O) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau RKA-

Dinas Kesehatan beserta RBA sebagairnana dimaksud

pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan kepada Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan

penelaahan.

(31) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (30), disampaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (31) ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan

penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi

RBA definitif.

(33) RBA delinitif sebagaimana dimahsud dalam ayat (32)'

dipakai sebagai dasar pen5msunan DPA-BLUD untuk

diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah'

, . : r _::\.'. i: i..rii !
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Bagian KeemPat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat

(33), mencakup antara l,ain:

a. Pendapatan dan biaya;

b. Proyeksi arus kas; dan

c. Jumlah dan kualitas bamng dan/atau jasa yang

akan dihasilkan,

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran,

(3) Pengesahan DPA-BLUD berpcdoman pada peraturan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan

pcngetusran uang setinggi-tingginya sebeear angka DPA-

BLUD tahun aebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah dieahken oleh PPKD sebegairnana

dimaksud .lelam ayat (2), menjadi dasar penarikan dana

yang beBumber dari APBD.

(6) Penarikan dana scbagaimana dirnaksrrd pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belatfia modal, barang

dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dana untuk belaqia bcrang dan/atau jaea

sebagaimana dimaksud dele'" ayat (Q, sebesar selisih

ln.isrl.sfcrt jumlah kas yang tersedia ditambah dengan

aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah

pengeluaran yang diproyekeikan, dengan memperhatikan

anAgaran kas yang telah ditctaPken dalam DPA-BLI D.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.
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(e)

(101

(1U

Perjanjian kincrja sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati

dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan dslam

perjanjian kinerja l@nfracavai petonnan e ag;rc-enenS.

Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLt D unhrk

menyelenggarakal kegiatan Pelayanan umum dan

berhak mengelola dana sesuai yang tercantum ddam

DPA-BLUD.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8),

antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a, Kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. Kinerja keuangan; dan

c. Manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kelima

Akuntansi, Pel,aporan dan Marggungiawaban

Paed 33

(1) BLUD menerapkan sistcm informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan pralrtik bisnis yang

sehat-

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat rlelern dokumen

pendukung yang dikelola secara tertib.

(3) Pcnyelenggaraan akuntansi dan l,aporan keuangan

sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), menggunakan

basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya'

as€t, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembarEkan dan menerapkan sistem

atuntensi dengan berpedoman pada standar akuntansi

yang berlaku rmtuk BLLrD yang bersangkutan dan

ditetaPkan oleh BuPati.

n:ro fluitu,t I



a.

b.

Pasal 34

Iaporan keuangan BLUD terdiri dari:

Neraca yang menggambarkaa posisi keuangan

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pa.da

tanggal terten$;

La.poran operasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD sclama satu periode;

Laporan arus kas yang menyqiikan informasi kas

berkaitan dengan aktivita$ oPerasional, investasi, dan

a.lrtivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan Ealdo akhir kas selama periode

c.

tertentu; darr

e, Catatan atas laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera delam laporan keuangan.

(f) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (f),

discrtai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi

pcncapaiqn hasil/ keluaran BLUD.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan

peraturan pcrundanS-undangan.

(3) Setiap triwulan BluD-Puskesmas menyusun dan

menyampaikan laporan oprasional dan laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kcsebatan'

paling larnbat 15 oima belas) hari Ectelah periode

pelaporan berakhir.

(a) S€tiap acmesteran dan tahunan BlUD-Puskesmas wajib

menyusun dan menyampa.ikan traporan keuangan

lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca,

laporal arus kas dan catatan atas laporan keuangan

disertai l,aporan kinerja kepa.da PPKD melalui IGpaIa

Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam

laporan keuangan Dinas Kesehatan dart pemerintah

daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setclsh periode

pclaporan berakhir.

d.



(1)

l2l

(3)

(4)

(5) Penyusunn Laporan keuangan scbagaimana dimaksud

dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk kepentingan

konsolidasi, d af<ukan berdasarkan standar akuntansi

pemerintah.

BAB)(II

PENGELOI.AAN SUMBER DAYA I.AIN

Pasal 35

Sumber daya lain adalah eeluruh aeet dsn kegiatan yang

menghasilkan pendapatan diluar pendapstan

operasional dan dikclola oleh Puskesmas.

Pengelotesn sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatlan mutu pelayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan fun8si Pugkesmas.

Pengelolaan eumber daya yang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kqtibrasi alat secara berkala.

Sistem pengclolaan sumber daya lain disusulkan oleh

Icpala Puskesmas melalui lGpela Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABXITI

PENGEI,OL{AN UNGKUNGAN

Pasal 36

(1) Delarn menjagr kelestarian linglungan, Puskesmas wajib

mengelola limbah Puskesmas melalui Penyusunan UPL

(Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya

Pemantauan Lingkungan) sesuai dengan ketcntuan

peraturan pcrundang-undangan.

(2) Pengelolean limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pengelolaan limbah padat dan cair'

pengawasan, dan pengendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi qrarat baku

mutu yang ditetapkan aecara nasional dan regional

meliputi pengelol,aan secara kimirawi, frsik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.
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(4)

(5)

Delcm mengelola limbah padat (sampah), Pu8kesmaa

wajib memisahkan sampah medis dari sampeh non

medis.

Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi ketentuan

peraturEn perundang-undangan'

BAB )gV

PEMBINAAN DAN PENGAITASAN

Bagian KeBatu

Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala

Dinas Kcaehstan.

(2) Pembinaan keuangan Puskegmas dil,akukan oleh Pejabat

Pengclola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Xedua

Pengawasan

Pasal 38

(1) Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspelftorat

Kabupaten.

(2) Pengawasan op€rasional dapat dilakukan oleh Satuan

Pengawas Intemal (SPI).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMIAIAN KINER.'A

Pasal 39

(1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BlUD-Puskesmas

dibfrukan setiap tshun oleh BuPati terhadap aspek

keuangan dan non keuangian'

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat

pencapaisn hasil PPK-BLUD sebagaimana ditctapkan

delern Rencama Strategh Bknis (Renstra Bisnis) dan

Renc€na Bisnis dan Anggamn (RBA).

(1)
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN.I.AIN

Pasal 40

Bupa.ti berwenang untuk menetaPkan berbagai ketentuan dan

peraturan peleksanaan untuk melaksanakan Pola tata kelola

ini, yang meliPuti Peraturan Puskesmae, Peraturan tentang

ketcnagaan, serta peraturan lain yang tidak dicantumkan

ddam pola tata kelola ini atas ueulaa l(epala Puskesmas.

BABXVU

KETENTUAN PENUTUP

PaEal 41

Peraturan ini berlaku sejak tsnggal ditetapkan.

Agar setiaP orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundsngan Peraturan Bupa.ti ini dengan Penempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 6 SqWtlb- zo:9

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggat ( te44atter zo:-9

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

BERITA DAERAII KABUPATEN MUSI RAWAS TAIIUN 2019 NOMOR.f/

39
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I.

I.AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAII/AS
NOMOR : 8I TAHUN 2019
TENTANG TATA KELOI,A BADAN
I.AYANAN UMUM DAERAH PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARYA SAKTI KABUPATEN MUSI
RAWAS

PROSEDUR KER.'A PUSKESMAS KARYA SAI(rI

SOP Pelayanan

A. SOP pada Upaya Kes€hatan Perorangan (UKP) Puskesmas Ikrya
Sahi
l. SOP Pelayanan Gawat Darurat;

a. SOP Penerimaan Pasien;

b. SOP Penulangan Pasien; dan

c. SOP Pembayaran Pasien:

1) Tunai

2) Non T\:nai

2. SOP Felayanan Rawat Jalan;

a. SOP Penerimaan Pasieni

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Pembayaran Pasien:

U Tunai

2) Non Trrnai

3. SOP Per8slinan;

4. SOP Pelayanan Irboratorium Sederhana;

5. SOP Pelayanan Farmasi;

6. SOP Pelayanan Gizi;

7. SOP Pelayanan Pasien Keluarga Miskin;

8, SOP Pelayanan Rekarn Medik;

9. SOP Pengclolaan Limbah;

1O. SOP Administraei dan Manajemen;

I 1. SOP Pel,Eyansn Ambulans dan Mobil Jcnazah;

12. SOP Pemeliharaan;

13. SOP Pencegahan dan Fengendalian Infeksi; dan

14. SOP Pel,ayanan lcamanan.
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B. SOP pada Upaya l(esehatan Masyarakat (UKM) Puskesmas lGrya

Sakti

l. SOP Felayanan lGsehatan Ibu Hamil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu BeBalin;

3. SOP Pelayanan lGsehatan Bayi Baru Lahir;

4. SOP Pelayanan Kesehatan Balita;

5. SOP Petreyansn Keschatsn pada Ueia Pendidikan Dasar;

6. SOP Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;

7. SOP Petayanan l(cschatan pada Usia lanjut;

8. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;

9. SOP Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mettus;

1O. SoP Pelayanan Keseharan Orang dengran Gangguan Jiwa Berat;

ll.SOP Pelayanan Kesehatan Orang dengan TuberkulosiE (IB);

dan

12. SOP Pel,ayanan Kcsehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HM.

II. SOP Selain Pelayanan

A. SoP Pegawai

1. SOP Rekruitmen Pegawai;

2. SOP Pengembangan dan Kompetensi; dan

3. SOP Pemberhentisn Pegawai

B. SOP Sarana dan Prasarana

1. SOP Pengadaan

2. SOP Pemeliharaan
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